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RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran Dan Penetapan Nilai Obyek Pajak Baru Atas Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten
Jember; Mega Aidiyatul Fitri; 120903101054; 2017; 120 Halaman; Program
Studi D III Perpajakan Jurusan [lmu Admnistrasi Fakultas [lmu Sosial dan [lmu

Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 01 April 2017
sampai dengan 30 April 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata
(PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui
pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang
Pendaftaran dan Penetapan Nilai Objek Pajak Baru dan Prosedur Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa
adanya Pajak Daerah, maka kebutuhan untuk pembangunan akan sulit di penuhi.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 yang awalnya tergolong Pajak Pusat atkan
tetapi dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan ini
merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desetralisasi
fiskal.dengan pengalihan ini maka tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember akan bertambah, salah satunya adalah pembuatan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk
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ditentukan. Berkas-berkas yang lengkap akan dialihkan ke UPT. Pendataan, pada
UPT ini semua data akan di cross check apakah data fisik dengan lapangan sama.
Kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan diterbitkan Lembar Hasil
Pemeriksaan (LHP). LHP dilimpahkan kepada Operator Consult (OC), OC akan
menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP). Lalu semua berkas tersebut dilimpahkan
ke UPT. Penetapan untk ditetaokan sebagai objek pajak, hasil keluaran berupa
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT akan dialihkan ke UPT.
Pelayanan dan diserahkan kepada Wajib Pajak. Pembayaran PBB-P2 terutang
dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank tempat pembayaram atau tempat
lain yang ditunjuk dan petugas pemungut yang telah ditunjuk oleh Badan

Pendapatan Daerah.

Kesimpulannya dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Prosedur
Pendaftaran Dan Penetapan Nilai Obyek Pajak Baru Atas Pajak Bumi Dan
Bangunan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang
tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Jember. Dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan
pemungutannya menggunakan official assessment system yang berarti pengenaan
pajaknya ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk akan tetapi jika ditinjau dari tata cara pengajuan onjek pajak baru
tersebut, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan
self assessment system, dikarenakan subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan
pengajuan pendaftaran sendiri atas objek pajaknya kepada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti
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Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember” dapat
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandasan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya
dan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan makmur. Pembangunan
Nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan kegiatan pemerintah
untuk mencapai tujuan tersebut.Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut
pemerintah harus dengan cermat menata seluruh tanah air dan perlu banyak
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk
mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu
menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan
untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi bersama yaitu kepentingan bangsa
Indonesia. Pajak adalah bagian dari ilmu keuangan Negara, khususnya menyangkut

pendapatan atau penerimaan daerah dalam bentuk pungutan.

Berkembangnya kehidupan manusia yang mempunyai tujuan sama sama
untuk membentuk lembaga pemerintahan. Dimulai dengan terbentuknya kerajaan
sampai dengan pemerintah modern yang bercirikan demokrasi. Setiap bentuk
pemerintah membutuhkan biaya untuk memajukan dan mengembangkan
pembangunannya. Karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber
penghasilan yang tetap, maka untuk menunjang berlangsungnya suatu pemerintahan

diperlukan pungutan yang bersifat wajib. Oleh karena itu pengenaan pajak sumber
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kemakmuran rakyat. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari
masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan
ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke
masa sesuai perkembangan masyarakat dan negaranya, baik dalam bidang sosial dan

ekonomi.

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak hanya
untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan,
tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar
stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara.Pajak juga
memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya
sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Setiap warga negara Indonesia
mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan

dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Sektor pajak memiliki peran yang semakin besar dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBN) karena akan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak pusat
merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga Negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pungutan pemerintah daerah
yang menurut peraturan yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran daerah. Salah

satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam bidang pendanaan
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Pajak daerah khususnya yang ditangani Badan Kabupaten Jember menurut

Peraturan Derah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 2 jenis-jenis pajak

daerah terdiri dari :

=R B T =~

—

—.

Pajak Hotel;

. Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

. Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

. Pajak Parkir;
. Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal yang paling fundamental dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.

3 tahun 2011 dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau

bangunan. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih

tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari PBB-P2 antara lain adalah :

Pertama, berdasarkan teori PBB-P2 lebih bersifat local (local origin),

visibilitas,

obyek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan

erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. kedua,
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prakter di banyak Negara, PBB-P2 (property tax) termasuk dalam local tax. Bentuk
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan pasal 180 angka 5 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31
Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, Pemerintah Kabupaten atau Kota
sudah diperbolehkan menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. Pengalihan ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, adapun manfaat
tersebut adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten atau Kota
hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTB hanya 64%. Setelah
pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke
dalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan
pengelolahan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan
berpitensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu
pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap dua jenis pajak
tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.oleh karena itu, menjelang
pelaksanaan penuh pengalihan pengelolahan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut
untuk memprsiapkan diri.

Namun pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah
daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-

P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) nantinya juga
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masyarakat yang sangat rendah. Kemudian, hasil penarikan PBB, hal ini yang
menyebabkan munculnya tunggakan dimana hal ini harus segera diselesaikan. Sebab
apabila tunggakan ini terselesaikan, hasil pembayaran tunggakan ini erupakan
penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi
daerah. Sebenarnya tunggakan tidak terjadi selain jika penarikan tidak digunakan oleh
petugas pemungut jika masyarakat mau membayar tepat waktujika telah jatuh tempo,
sebab terkadang mereka menunda pembayaran hingga terjadi tunggakan. Jika terjadi
tunggakan maka mereka tidak membayar tunggakan tersebut, melainkan membayar

pokoknya saja. Dimana seharusnya mereka segera membayar tunggakan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten
atau Kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB perdesaan dan Perkotaan pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Official
Assessment System dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

Setiap jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Jember
menetapkan target penerimaab masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai

dengan potensi yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan,

pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak
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sejumlah hambatan atau kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari kesiapan

instansi atau pemerintah daerah yang terkait menerima kelimpahan tersebut maupun

factor lain yang bersumber dari luar. Salah satu faktor yang menjadi hambatan atau

kendala bagi Pemerintah Kabupaten Jember adalah penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang pengalihan PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten/kota,

sehingga PBB-P2 baru dialihakan ke pemerintah Kabupaten Jember. Dimana proses

proses pemungutan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Data Tunggakan PBB-P2 Tahun 2011-2015

PBB P2

tahun TARGET REALISASI PERSE KETERANGAN
NTASE

2012 26.021.949.476  16.944.659.680  65,12%

2013 29.069.785.705  24.344.510.337  83,75%

2014 50.000.000.000  36.523.880.818  71,05%

2015 50.000.000.000  33.010.049.135  66,02%

2016 49.900.000.000  33.574.396.739  67.64% Realisasi s/d

tanggal 31
de<sember 2016
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ditentukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin membahas bagaimana
proses proses pendaftaran dan penetapan nilai obyek pajak baru PBB-P2 pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dalam Laporan Kerja Nyata penulis
mengambil judul “Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai Obyek Pajak Baru Atas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Alasan Pemilihan Judul diatas, peran Pajak Daerah khususnya
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan
adalah bagaimana Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai obyek Pajak Baru atas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 Kabupaten Jember?
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Menjelaskan secara langsung mengenai Prosedur Pendaftaran dan Penetapan
Nilai Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

(PBB-P2) Kabupaten Jember
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya Program Studi

~ T YT W~ ¢ -— 4 P . o~ ¢« 4 - -4 -~
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c. Universitas dapat menjalin kerjasama dengan kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember dan mempromosikan sumber daya yang

berkompeten khususnya di bidang perpajakan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Prosedur

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa
orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu
sistem, biasamya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling
terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jjika terjadi perubahan pada salah satu

prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain” Mulyadi, (2001:5).

Menurut Neusehel (1971) yang dikutip oleh Yogianto (1996:4) “Suatu prosedur
adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan
beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.
2.2 Unsur dan Definisi Pajak
2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
peubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 pasal 1 ayat (1) tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat™.
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Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.
Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan

undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual
oleh pemerintah.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lu

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mustagiem (2008:1) terlihat dari berbagai definisi terdapat dua fungsi

pajak, yaitu:

a.

Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.

Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya

diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya dia dalam sektor swasta.

2.2.3 Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yaitu sebagai berikut:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

hapusnya hutang, dan hukuman hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contohnya: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

. Hukum pajak formil, membuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum

materill menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materill). Hukum

ini memuat antara lain:
1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak.

2) Hak-hak fiskus untuk pengadaan pengawasan terhadap wajib pajak
mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang

pajak.

3) Kewajiban-kewajiban misalnya menyelenggarakan pembukuan dan
pencatatan dan Hak-Hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan

banding.

2.2.4 Tata Cara Pajak

a.

Sistem Pemungutan Pajak.

Menurut Prakoso (2005:7) sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam

literatur perpajakan, yaitu:

iy

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini

meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul
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Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan
kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri.

Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim
pajaknya sudah baik, fax minded tinggi, dan tingkat integritas masyarakat
tinggi.

Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan
kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Asas Pemungutan

Menurut Meliala (2007:10) dalam hal ini kita mengenal beberapa asas

pemungutan pajak. Adapun beberapa hal tersebut antara lain:

Asas yang digunakan

Untuk dasar pemungutan yang dipergunakan kita mengenal tiga asas pemungutan

pajak, yaitu:

4\

4 o eqe
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Pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal,

apakah dari dalam atau luar negeri.
Asas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan asas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu
Negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut,
dengan tidak memperdulikan dimana Wajib Pajak itu bertempat tinggal (yang
dilihat adalah kebangsaan wajib pajak.

Asas Sumber

Menurut asas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek
pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu Negara terdapat
sumber-sumber pendapatan, maka Negara tersebutlah yang berhak memungut

pajaknya dengan tidak menhiraukan tempat dimana Wajib Pajak itu tinggal.
Cara Menentukan Besarnya Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu:

Stetsel Pajak

Stelsel Nyata (Riil), adalah stelsel yang meyatakam bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh) maka objeknya
adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya terjadi pada akhir tahun pajak, yatu
setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak, yaitu
setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak

diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada
akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah
kas yang memadai; dan

b) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga
jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2)  Stelsel Anggapan (fiktif)

adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya
pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui
pada awal tahin yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat
dibayar selaa tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun,
sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada

keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3)  Stelsel campuran

adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya
pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang nyata.

d.  Sistem Tarif
Menurut Agus (2015:13) pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan dapat
menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan

masyarakat. Dalam penetapan tariff harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif
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tambahan penghasilan kena pajak melebihi Rp 0,- sampai dengan Rp50.000.000

sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak

diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dengan tariff marginal

sebesar 15%, dan seterusnya.

Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar

pengenaan pajak tertentu.

Berdasarkan persentase tariff pajak, terdapat dua kelompok, yaitu:

a)

b)

Tarif proposional
Tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi
dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya
menggunakan satu tarif dengan persentase tetap. Contohnya: tarif
PPN10%.
Tarif progresif
Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi
dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya, pajak penghasilan.
Berdasarkan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:
(1) Tarif Progresif

Dalam hal ini, persentase pajaknya semakin besar.
(2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.
(3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya kecil.
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(5) Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama jumlahnya) terhadap berapapun
jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Contoh: bea materai.
(6) Tarif Adfolerem
Tarif dengan persentase tertentu atas harga barang atau nilai suatu
barang
(7) Tarif spesifik
Tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang
tertentu.
2.2.5 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek
Waluyo (2008:3) mengemukakan bahwa masalah perpajakan tidak hanya
menyerahkan penghasilan seseorang kepada negara, tetapi tergantung kepada

pendekatannya. Dalam hal ini pajak didekati atau ditinjau dari 4 aspek yaitu :

a.  Aspek Ekonomi
Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang
digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penggerak kehidupan

ekonomi masyarakat.

b.  Aspek Hukum
Hukum Pajak di Indonesia mempunyai tingkatan-tingkatan yang jelas dengan
urutan, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya.Peraturan yang tingkatannya

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih
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Aspek Keuangan

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.Dilihat

dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi berasal dari
penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi sebagian berasal dari

pajak.

Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut
akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang
dapat disampaikan kepada masyarakat.Pajak sebagai sumber penerimaan negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan untuk

kesejahteraan masyarakat.

2.2.6 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5) ada tiga pengelompokkan

pajak, yakni:

1)

2)

Menurut golongan

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sediri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

Menurut sifat
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c. Menurut lembaga pemungutan
1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pmerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
a) Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
b)  Pajak Kabupaten/Kota
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.2.7 Perbedaan Pajak dan Jenis Lainya

Waluyo (2008:6) mengemukakan bahwa jenis pungtan yang dilakukan oleh

pemerintah selain pajak beserta perbedaanya dengan pajak, adalah sebagai berikut:
a. Retribusi

Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan
pajak. Retribusi pada umunya mempunyai hubungan langsung dengan
kembalinya prestasi, karena pembayaran yang dilakukan untuk mendapatkan
suatu timbal balik dari pemerintah. Misalnya pembayaran uang kuliah, karcis

masuk teminal dan kartu langganan. Unuk tata cara pemungutannya, retribusi
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b. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak dicampuradukkan dengan retribusi yang dapat

menikmati kontraprestasi dari pemerintah.
2.3  Pajak Daerah
2.3.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Dan peraturan daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penetapan Tarif Pajak Provinsi:
1) Pajak kenadaraan bermotor Pribadi

a) Tariff unruk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% dan paling tinggi 2%

b) Tariff untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan
paling tinggi 10%

c) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,
pemerintah atau TNI atau POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan
lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah

0,5% dan paling tinggi 1%
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4) Pajak Air Permukaan, penetapan tariff pajak air permukaan paling tinggi
sebesar 10%

5) Pajak Rokok, penetapan tarif pajak rokok sebesar

b. Penetapan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota

1) Pajak Hotel, penetapan tarif hotel paling tinggi sebesar 10%

2) Pajak Restoran, penetapan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10%

3) Pajak Hiburan, tarif pajak hiburan paling tinggi 35%

4) Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%

5) Pajak Penerangan Jalan, tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10%

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif pajak mineral bukan logam
dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%

7) Pajak Parkir, tarif pajak parkir paling tinggi 30%

8) Pajak Air Tanah, tarif pajak air tanah paling tinggi sebesar 20%

9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak sarang burung walet paling tinggi
sebesar 10%

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penetapan tarif pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 0,3%

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut

Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain:

a.  Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
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berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama
dandalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulam, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
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a.  Pajak Provinsi, terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
S)

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukaan;dan

Pajak Rokok.

b.  Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Wallet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanh Dan Bangunan

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Pengertian PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985
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Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
pasal 1 butir 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah: Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2 Subjek, Wajib, Objek dan Bukan Objek PBB-P2

Dalam Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, subjek,

wajib, dan objek PBB-P2 yaitu:

a.  Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
sutu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

b.  Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

memiliki. Menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

c. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan;atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

d.  Bukan Objek PBB-2 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan di Kabupaten Jember, yang tidak termasuk Objek PBB-P2
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2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan Nasional, yang tidak
dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit

pemerintah, sekolah, panti asuhan, candid an lain-lain;

3) Digunakan untuk kuburan, peninggalah purbakala, atau yang sejenis dengan

itu;

4) Merupakan hutan lindung, hutan saka alam, huta wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah Negara yang belum

dibebani suatu hak;

5) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas

perlkuan timbal balik; dan

6) Digunakan oleh bendahara atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2.4.3 Dasar Hukum PBB-P2

Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia mempunyai
paying hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya, sehingga sudah menjadi
kewajiban masyarakat dan pihak yang terkait untuk mematuhi hal tersebut, dasar
hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Jember adalah

sebagai berikut:

a.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
daerah dan Retribusi Daerah
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c.  Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentanf Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Jember.
2.4.4 NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD

Dalam peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tntang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Persdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Jember, NJOP, NOP, NJOPTKP, dan NPWPD adalah:

a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek

yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

b. Nilai Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas objek pajak bumi dan
bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan atau pendataan objek pajak
bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi prpajakan serta sebagai

saran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas

bumi dan bangunan yang tidak kena pajak.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanpa pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
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Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasarkan NJOP ditetapkan per wilayah kecamatan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan
pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan
NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
yaitu besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nial Jual Objek

Pajak Tidak Kena Pajak.
Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP samapai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar

0,110% (nol koma seratus seouluh persen) per tahun

b. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205% (nol

koma dua ratus lima persen) per tahun

c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh

ribu rupiah) per tahun.
2.4.6 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Terutang

Siahaan (2013:564) mengemukakan tahun pajak bumi dan bangunan adalah
jangka waktu satu tahun kalender. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan untuk
jangka waktu satu tahun pajak. Dengan demikian, pajak terutang yang dikenakan atas
objek pajak untuk tahun pajak 2014 berarti PBB terutang untuk jangka waktu 1

sampai dengan 31 Desember.

Siahaan (2013:564) saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
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thun pajak 2014, yang menjadi saat menentukan pajak terutang adalah tanggal 1
Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dipungut diwilayah
kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bumi dan bangunan yang berlokasi dalam

lingkup wilayah administrasinya.
2.4.7 Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara Pemungutan

PBB-P2 adalah:

a. Pendaftaran objek pajak atau pemuktakhiran data objek pajak PBB-P2
dilakukan oleh subjek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan
dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.

b. LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SPOP.

c. Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
dan dapat diperoleh dengan cuma-Cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain
yang ditunjuk.

d. SPOP dan LSPOP harus ditangdatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak
dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan,
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tangga diterimanya SPOP /
LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.

e. Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:

1) Sketsa dan denah obek pajak;
2) Foto copy KTP;
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f. Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan
pengembalian SPOP dan LSPOP PBB-P2.
g. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2.4.8 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara pembayaran

PBB-P2 adalah:

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau
SKPD.

b.  Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:

1) Pengambilan sendiri di Badan Pendapatan atau Kelurahan tempat objek
terdaftar atau ditepat lain yang ditunjuk;

2) Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat Badan Pendapatan
atau Kelurahan;

3) Wajib pajak yang beum menerima SPPT dapat membayar denfan
menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.

c. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
oleh Waib Pajak.

d. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang bayar, dikenakan dendan administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh

tempo sampai denean hari pembavyaran untuk jangka waktu paline lama 24
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2) Petugas pemungut.

3) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sabagimana

dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.4.9 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2014 tata cara

Pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut adalah:

a. Wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD

kepada Petugas Pemungut;

b. Wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2

untuk Petugas Pemungut;

c. Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan

keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa atau Kelurahan untuk disetorkan ke Bank

yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);

d. Setelah DPH diregristasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian

dikembalikan untuk disampaikan kepada:

1)
2)
3)
4)
5)

Desa atau Kelurahan (lembar ke-1);
Dinas (lembar ke-2);

Kecamatan (lembar ke-3);

Petugas Pemungut (lembar ke-4);

Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5).

e. Petugas pemungut menerima SSPD / STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1)

dari Bank Tempat Pembayaran;

f.  Petueas pemungut paline lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyvampaikan
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2.5 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2

Menurut Darwin (2013:116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam
Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan
pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan
PBB-P2 merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas
Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan

imbangan sbagai berikut:

a. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah
Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh
Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun
anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut:

1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan kota.
2) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten dan kota yang
realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan dan

Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. 90% pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai

berikut:
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3) 9% untuk Biaya Pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat
Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.
Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian pemerintah daerah
sebesar 90% dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
a. 16,2% untuk Darah Provinsi dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
1) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
disalurkan melalui Rekening Khusus Daana Pendidikan.
2) 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah
Provinsi.
b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten atau Kota yang bersagkutan, yang dibagi dengan
imbangan sebagai berikut:
1) 30% unyuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
2) 70% untuk Daera Kabupaten atau kota dan disalurkan melalui Rekening Kas
Daerah Kabupaten atau Kota.
3) 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal

Pajak dan Pemerintah Daerah.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa Nomor 72 Kabupaten Jember

pada Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang I)
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai surat tugas yang
diterbitkan, Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai
tanggal 01 April 2017 sanpai dengan 30 April 2017

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Table 3.1: Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember
Hari kerja Jam kerja Jam istirahat
Senin/Kamis 07.00-15.30 WIB 12.00-13.00 WIB
Jum’at 07.00-14.30 WIB 11.00-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2017
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Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh

penulis dengan judul “Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai Objek Pajak Baru

atas PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang

masih berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

a.

322

Seksi Pendataan

Pada seksi ini penulis mempunyai tugas membantu melaksanakan pendataan
wajib pajak daerah atau retribusi daerah dan obyek pajak daerah serta tugas
lain yang diberikan kepala bidang pendataan dan penyuluhan, dimana hal
tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis.

Seksi Pelayanan

Pada seksi ini penulis diberi tugas membantu melaksanakan pelayanan,
melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode
penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah, mengkordinasi kegiatan
penyuluhan di wilayah Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai
bahan pertanggung jawaban serta tugas lain yang diberikan kepala bidang
pendataan dan pelayanan dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan

Tugas Akhir penulis.

Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan

beberapa kegiatan vane ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember vang
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Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Hasil
Pelaksanaan Keglatan - geesins Bred pelaksanaan
Senin, 03 . Diterima di Badan 1. Siti selaku staf 1. Melaksanakan
April 2017 Pendapatan Daerah Tata Usaha Sub kegiatan

Kabupaten Jember bagian Umum. Praktek Kerja
oleh Subbag Umum. Nyata.
2. Perkenalan dengan 2. Siti selaku staf 2. Mengenal
Pegawai Instansi Tata Usaha Sub staff Bapenda,
Badan Pendapatan bagian Umum. tugas beserta
Daerah Kabupaten jabatannya.
Jember .
3. Penempatan di 3. Agus sebagai . Mengetahui
Bidang kepala bidang tugas-tugas,
Pendataandan Pendataan dan fungsi dan
Penyuluhan PBB-P2. Pelayanan. pimpinan di
bidang
pendataan dan
penyuluhan
PBB-P2.
Selasa, 04 . Membantu 1. Adi sebagai staf . Mengetahui
April 2017 mengentri data di bidang cara
pendaftaran obyek pendataan dan mengentri
baru paiak bumi dan nelavanan. data
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Rabu, 05 1. Membantu 1. Sule selaku staf 1. Bisa
April 2017 mengentri data wajib di bidang mengetahui
pajak yang terdaftar pendataan dan kegiatan
pada Surat Ketetapan pelayanan. operasional
Pajak (SKP). pada Bapenda.
Kamis, 06 1. Membantu 1. Adi selaku staf 1. Lebih
April 2017 mengentri data di bidang mengetahui
pendaftaran obyek pendataan dan cara
baru pajak bumi dan pelayanan. mengentri
bangunan perdesaan data
dan perkotaan (PBB- pendaftaran
P2). obyek pajak
baru PBB-P2.
Jum’at, 07 1. Membantu . Adi selaku staf . Lebih
April 2017 mengentri data di bidang mengetahui
pendaftaran obyek pendataan dan cara
baru pajak bumi dan playanan. mengentri
bangunan perdesaan data
dan perkotaan (PBB- pendaftaran
P2). obyek pajak
baru PBB-
P2.
Senin, 10 1. Membantu . Adi selaku staf . Mengetahui
April 2017 mengumpulkan di bidang contoh STS
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Selasa, 11 1. Membantu . Adi selaku staf 1. Lebih

April 2017 mengentri data di bidang mengetahui
pendaftaran obyek pendataan dan cara
baru pajak bumi dan pelayanan. mengentri
bangunan perdesaan data
dan perkotaan (PBB- pendaftaran
P2). obyek  baru

PBB-P2.

2. Wawancara tentang 2. Sule selaku staf 2. Mengetahui
sistem pemungutan bidang sistem
pajak  bumi dan pendataan dan pemungutan
bangunan perdesaan penyuluhan PBB-P2
dan perkotaan (PBB-

P2).
Rabu, 12 1. Meminta rekap . Mussodaq 1. Memperoleh
April 2017 prndapatan daerah selaku kepala bahan untu
tahun 2012 samapai sub bidang penulisan
2016 terutama pada pendataan dan Tugas akhir.
sektor PBB-P2. pelayanan.

2. Membantu 2. Adi selaku stafdi 2. Lebih
mengentri data bidang pendataan mengetahui
pendaftaran obyek dan pelayanan. cara
baru pajak bumi dan mengentri
bangunan perdesaan data
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Kamis, 13 1. Membantu 1. Adi selaku stafdi 1. Lebih
April 2017 mengentri data bidang pendataan mengetahui
pendaftaran obyek dan pelayanan. cara
baru pajak bumi dan mengentri
bangunan perdesaan data
dan perkotaan (PBB- pendaftaran
P2). obyek  baru
PBB-P2.
Senin, 17 1. Mengentri data wajib 1. Sule selaku staf . Bisa
April 2017 pajak yang terdaftar di bidang mengetahui
pada Surat Ketetapan pendataan dan cara
Pajak (SKP). pelayanan. mengentri
data wajib
pajak yang
terdaftar pada
Surat
Ketetapan
Pajak (SKP).
2. Mengumpulkan 2. Adi selaku staf di . Mengetahui
lembaran STS (Surat bidang pendataan contoh STS
Tanda Setoran) dan pelayanan. (Surat Tanda
PBB-P2. Setoran)
PBB-P2.
Selasa, 18 1. Konsultasi judul 1. Sule dan Elly 1. Mengetahui
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Rabu, 19 1. Membantu 1. Adi selaku stafdi 1. Lebih
April 2017 mengentri data bidang pendataan mengetahui
pendaftaran obyek dan pelayanan. cara
baru pajak bumi dan mengentri
bangunan perdesaan data
dan perkotaan (PBB- pendaftaran
P2). obyek baru
PBB-P2
. Menulis KOP surat . Bambang selaku . Mengerti tata
pemberitahuan pajak staf di bidang cara menulis
Daerah. pendataan dan KOP surat
pelayanan. pemberitahua
n pajak
daerah.
Kamis, 20 . Menulis KOP surat . Bambang selaku . Mengetahui
April 2017 pemberitahuan pajak staf di bidang tata cara
Daerah. pendataan dan menulis KOP
pelayanan. surat
pemberitahua
n pajak
daerah.
. Mengumpulkan . Adi selaku stafdi 2. Mengetahui
lembaran STS (Surat bidang pendataan contoh STS
Tanda Setoran) dan pelayanan. (Surat Tanda
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Jum’at,21 1. Membantu 1. Adi selaku staf di 1. Lebih
April 2017 mengentri data bidang pendataan mengetahui
pendaftaran obyek dan pelayanan. cara mengentri
baru pajak bumi dan data
bangunan perdesaan pendaftaran
dan perkotaan (PBB- obyek baru
P2). PBB-P2.
Selasa, 25 . Wawancara tentang 1. Sule selaku staf 1. Mengetahui
April 2017 sistem pemungutan di bidang sistem
PBB-P2. pendataan dan pemungutan
pelayanan. PBB-P2.

. Mencatat rekapan 2. Mussadaq 2. Mengetahui
pajak daerah selaku kepala rekapan pajak
kabupaten Jember sub bidang daerah
yang terutang. pendataan dan kabupaten

pelayanan. Jember yang
terutang.
Rabu, 26 . Membantu 1. Adi selaku staf 1. Lebih
April 2017 mengentri data di bidang mengetahui
pendaftaran obyek pendataan dan cara

baru pajak bumi dan

pelayanan.

mengentri
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2. Konsultasi judul

2.

Sule dan Elly

2. Mengetahui

untuk penulisan Andriani selaku lebih jelas
laporan Praktek staf di bidang tentang judul
Kerja Nyata tentang pendataan dan untuk laporan
PBB-P2. pelayanan. Praktek Kerja
Nyata PBB-
P2.
Kamis, 27 1. Konsultasi judul 1. Sule dan Elly . Mengetahui
April 2017 untuk penulisan Andriani selaku lebih jelas
laporan Praktek Kerja staf di bidang tentang judul
Nyata tentang PBB- pendataan dan untuk laporan
P2. pelayanan Praktek Kerja
Nyata PBB-
P2.
Jum’at 28 . Mencari materi untuk 1. Sule selaku staf 1. Memperoleh
April 2017 kebutuhan laporan di bidang materi untuk
Praktek Kerja Nyata pendataan dan kebutuhan
(PKN). pelayanan laporan
Praktek Kerja
Nyata (PKN)
Senin, 01 . Berpamitan kepada 1. Seluruh staf . Memperoleh
Mei 2017 seluruh staf di Badan Bapenda banyak
Pendapatan Daerah Kabupaten manfaat dan
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3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1.Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data
kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau
bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT), Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Lembar Hasil
Pemeriksaan (LHP), Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data
NPWPD dalam setahun yang dinyatankan dalam bentuk numerical serta diolah secara

elektronik.

3.3.2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai
berikut:
a.  Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan
Daerah melalui wawancara dan diskusi terkait dengan administrasi perpajakan,
khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
b.  Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang
memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal,

dan lain-lain.
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3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanakan Praktek Kerja

Nyata ini adalah:

a.

Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, observasi sebelumnya, dan referensi yang berhubungan dengan laporan
Praktek Kerja Nyata.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap
muka dan tanya jawab jawab langsung antara pengumpul data (penulis)
terhadap narasumber atau sumber data yaitu staf Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan
sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang
terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-
data Wajib Pajak yang terkait dengan pengajuan Objek Baru Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
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BAB.S PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil informasi yang di dapatkan selama proses terlaksananya kegiatan
Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis
mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai
Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai Objek Pajak Baru Atas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Prosedur pendaftaran objek pajak baru atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan pada kabupaten Jember sudah sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan
yaitu wajib pajak mengajukan Surat Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru kepada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Pelayanan dengan
melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkas-berkas yang telah lengkap
akan dialihkan ke Bidang Pendataan, pada Bidang ini semua data akan di periksa ulang
apakah data fisik dengan lapangan sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan
dan diterbitkan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP kemudian dilimpahkan kepada
Operator Consult (OC), OC akan menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP). Lalu semua
berkas tersebut dilimpahkan ke Bidang Penetapan untuk ditetapkan sebagai objek pajak
setelah itu dilakukan Verifikasi terhadap data tersebut Jika sudah benar maka akan
diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT akan dialihkan ke
Bidang Pelayanan dan diserahkan kepada Wajib Pajak.

b. Penetapan Nilai Objek Baru atas PBB-P2 pada Kabupaten Jember Sudah sesuai dengan
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5.2 Saran

Dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Wajib Pajak dalam melayani
dan menangani Wajib Pajak. Memberikan penjelasan dengan dan pengertian dengan sopan
dan dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya dapat dimengerti oleh Wajib Pajak yang
sedang mengalami kesulitan dengan Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru
dan lainnya. Serta harus lebih teliti dan konsisten dalam jangka waktu yang telah dijanjikan
kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak nyaman dalam melakukan perpajakan dan tidak

mengecewakan Wajib Pajak.
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Lampiran A. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGH, DAN PENDINE AN TINGI
IMNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

M Kalimmmm - b amgais |w1ﬂp CRR T TR RLT TP TR PR R L
Jemiber 0171 et ol
Nomaor ¢ B52 UNIS. L2 SPII0LT 0F Maret 2007
Lampiran - Satu eksemplar
Hal Pengantar Magang

Yih Kepala Badan Pendapatan Daerah
I Jawra, Sumbersari
lemibser

Dalam rangks mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studs Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas (lmu Sosial dan llmu Politik Universitas jember, maka setap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 5KS dwsagiblean memgikuti Kegiatan
magang [ Prakiek Kerja Myata) untuk penyelesalan laporan tugas akhir

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendas jjin kegistan magang (Prakick Kera Nyata) mahasiswa
kaml Ji Badan Pendapatan Daerah Kabupaten fember. Adapun nama mahasiswa yang sl
mengikuti kegiatan magang adalah :

Ne | Nim | Program Studi

| . .‘.Hzﬁn.ﬁﬂ.iyj;].ﬁnq' I 120903 101054 . Diploma [ Perpajakan
| 4. | Dilan £aka Ramadhan 130903 101060 Diploma 11l Perpajakan
| 3| Punghy Prasetyo Artika | 130903101034 | Diploma Il Perpajakan

Bersama inl kami lampickan | [satu) elvemplar proposal Prakiek Kerja Myat (PFEKN)

Avas perhatian dan kesediaannya disampaikan verima kasb

an Dekan
Waleid Dhieboan 1,
‘ (L~ .
1

Drs. Hlimawan Bayu Patrdedi, MA PRD
NIF 1961 0H2H 19 20] | 0o]
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Lampiran B. Surat Persetujuan Tempat Magang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Julan Jawa Momor 72 # 337112 JEZ\-‘IBERHIEI[ AhtelanTda E

MNomor
Sifat:

Perihal

Lampiran :

Jember, 22 Maret 2017

0952/ A7y [ 35.00.413 / 2017 Kepada

Penting ¥th., Wakil Dekan Fakultas limu Sosial
= dan Iimu Politik

Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember

JEMEER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dwekan [ Fakultas lmu Sosial dan Timu
Politik Universitas Jember Nomaor : 0952/UN.25.12/SPf2017Tanggal B Maret 2017, perihal
sehagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswayi atas nama ;

[ e, Nama | NIM | Program Studi |
- —

1. | Mega Aidivatul Fitri [ 120003101054 Diplorma I perpajakan :
| 2. | Dilan Zaka Ramadhan l 130903 101060 Diploma I11 D&'pa]akzrl_|

| 3. | Pungky Prasetyo Artika 130903101034 Diploma I perpajakan

Untuk metaksanakan Prakiek Kerja Myata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
terhitung maudai tanggal 01 Aprll 2007 s/d 30 April 2017,

Demikian untuk menjadikan makbum.

An, KEPALA BADAN PENDAPATAM DAERAH



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran C.

Surat Tugas Magang

72

KLRMENTERIAN RISET, TERNGLOGL AN PERINIEAN TINGG
INIVERSITAS JEMBER
FAKLLTAS ILMLU SOSIAL DAN ILML POLITIK

lalan kabssgmiar 57 o hoasspis Bami Tegalbone
Vil 40851 B3S4ME - TE134T Fap o135 1y 334400 lomber 8121

SURAT TUGAS

Nomor - 1612/UN25.1.2 /5P 2017

Berdasarkan sarat dart Kepala Badan Pendapatan Dasrah Kabupaten fembser nomor -
M52 214735094 13,/2017 wnggal 22 Maret 2017 perihal : Persetujuan Tempat Magang..
maka dengan ini Dekan Fakultas limo Sosial dan [lmu Policik Universitas  Jembser

menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ind

No | MAMA I NIM [ Program Studi
| 1. | Mega Aidiyatul Fitri 120903101054 | Diploma [0 Perpajakan
| 2 | Dilan Zaka Ramadhan 130903101060 Diploma I Perpajakan

3. | Pungky Prasetyo Artika '1'}:_{!:}-(!.3'1!}![!34 [ .gljél!:.n_r.r!;._l_ll:_l‘grpauicéu

Unituk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
minilal tanggal 1 April .. 30 April 2017.

Demikian surat ugas ini untuk dilaksanakan dengan -;rha:ili-]:lillkny.'l,

lember. 27 April 2017
kan

NIP 19580810 198702 1 0024
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Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
0. Kalimantan 17 - Eampus Bumi Tegalboto Telp. (0330 335586 . 331542
Puos A0F30) 353385 Jomber GRLTH il - i o umg o id

SURAT TUGAS
Nomeor : 1613/UIN25.1.2/5P/2017

Dekan Fakultas limu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama ¢ Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP : 19540202 198403 1004
Jabatan i Lektor Kepala

Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma [l Perpajakan Fakultas [imu Sosial
dan [llmu Politk Universitas lember di Badan Pendapatam Daerah Kabupaten Jember,
terhitung mulai tanggal 1 April s.d. 30 April 2017, Adapun nama-nama mahasiswa sebagai
berikut :

No NAMA NIM | Program Studi
Mega Aidiyatul Fitri 120903101054 | Diploma [l Perpajakan
2. | Dilan Zaka Ramadhan 130903101060 Diploma I11 Perpajakan
?ff;’:]pg_q Prasctyo Artika | 130903101034 | Diploma [l Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jermber, 27 April 2017
Dekan

=

Dr. Ardi M.Si
NIP 19580810 198702 1 002

Twinbhusan

1, Dok FISIP UNE] (sehagal laporan)

Z. Ketus Pregram Sodi DI Perpajakan FISIP UNE]
5. Kasulhug Aksdemik FISIP UNE]
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ® 337112 JEMBER 68121

Nomor : 0952/ 548135,09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama ! SUYANTO, SH
NIP ! 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. :  Pembina Gol. IV/a
labatan :  Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bafwa mahasiswa | mahasiswi dibawah i -

- i NIM PROGRAM STUDI

| 1. | Mega Aidiyatul Fitri 12090303101054 |  Diploma I Perpajsian |
2. | Dilan Zaka Ramacdhan 1309033101060 Diplorna 1M1 Perpajakan
3. | Pungky Prasetyo Artika 1309033101034 Dipioma IT Perpajakan

THWWWMGMMMMMM
tanggal 01 Aprill 2017 s/d 30 April 2017.
WMMHMMWMMM

Jember, 02 Mal 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

i
i1 ;
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Lampiran F. Surat Tugas Dosen Pembimbing
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I Ealimantan 37 Kampas Tegaiboto Telp. (0330} 135586 331342 Fax i03315 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Momor : 5754/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Il Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas llmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

| PANGKaT/
MO MAMA | GOLONGAN I-TMTEH | KETERANGAN
1 | Aryo Prakoso, $.E.MSA Ak Penata Muda Tingkat | Tenaga oPU
NIP. 196710232014041001 Pengajar

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama = Mega Aidiyatul Fitri
NIM £ 120903101054
Program Studi - D 11l Perpajakan
Judul : Prosedur Pendaftaran dan Penilian Objek Pajak Baru Atas PBBE-P2Z Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-batknya.

2 0 a‘p]g_an di [ember
- Paly Tanbkeal : 24 Juli 2017

Tembusan
1. Kasubag. Pendidikan

2. Mahasiswa yang bersangkutan
a E*mi.ng,gaml/d‘)1
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Lampiran H. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009

Mecnimbang

a

2]

L

UNDANG-LNDANG REPUBLIK INDONES|A
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG

EJAK DAERAH DaN RETRIBUS] DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BMAHA E54

PRESIDEN RERUBLE INDOMER (A

behwe Hegere Hesatusn Republik Indoncais memupaben
negara  hukum  berdasarkan  Pancaslla  dan 'J:!d.ﬁ.'l%—
Undang Desar Megara Republle Indoresla Tahun 1943
bertyuen untel mewujodien tam Jehidepen bengsa
yang eman. tertit, sejobters, den berlecdilan:

bebrwr dengen berlelponya  Undang-Undeng  Somor
42  Tahun 2004 tenteng  Pemerintabsn - Deersh
achagaimana folsh diubah beberape kel terakhir dengen
Undang-Undeng Momor 12 Tahun 2008 tcnteng
Perubahan Kedvs cmes Undang-Undang Nomor 32 Tehun
2004 tentang Pemesintahon Doemh dan Undang-Undeng
MNemmer 33 Tabun 3004 tentsnp Perimbengan Heuengen
entare Pemenintah Pusat den Pemerintahan Dasrah, maka
prnyeclonggeraen pemenintehan dacreh ditskukan dengen

memicrikan kowonangen yang scluss-uasoys, discrisi
dengan pembedien helk dan oewajizen memyelenggerab=n
ctonomi deereh delam kesefion mistem penyelngganacn
pEmEnntehan negere,

bebwe pejek daersh den retribuei daetah merupaben
galoh setn sumber pendepater daerah yang pentmg guna
mm bisyai polakaznean pomomtahan dacrah

bebwr dalam rangke meningkatkan peleyenen hepada
meryareket dan kemendinen decreh, peru dilebuben

perlussan objek majak desrah dan retricust daerah dan
e Eeman digkeeey delorm pEmEenan torf

77
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T3

6.

(L}

Pemcrikaean =delsh screngseien krgistan menghimpun
dan mengolah deta, keterangen, denswmu bubacl vang
dilesanalien secara objekitf den profesione! berdasarkan
sugfu ctandar pemeriksean wnmk menguji kepetuhan
pemenuban kewsjiben perpmjaken daerah dan retribusi
dan/atau untok tujuan lwin delem rengka mrclakaenekan
ketemfuan peraturan  perincang-un 1 peTpa|ekan
dasrah dan rT:r:I:.usl duﬁh. e (1
Penyidikan tindek pidena di bideng perpajaken daerah dan
retzibusd adaleh seranghaian tindelan yang dilakulen oleh
Penyidik untuk mencari scrt2. mengumpulken bukti yeng
dengan buld ity membuat terung Hndele pidana di bideng
perpajalan desreh dan petribusi teng terjedi serta
menemuken terernglonya.

BAB I
PAJAR

Hegian Kesatu
Jenin Pajals

Pazal 3
Jenin Pajak provined terdini atma:
& Pajek Kendaraan Sermator,
b. Bes Balik Nama Kzndaraen Bermaotor;
r. Pajak Behan Bakar Kendaraen Bermaotor,
d. Pojek Alr Fecmukeen; dan
e Fojek Rokok.
Jenis Pajak kabupsten) kots terdin atas:
ujak Hatel
Pajek Restoran;
Fajek Hiburen;
Pajek Relkdame;
Pajek Penerangan Jalan;

PR oo
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%)

ol

[

]

1P = e
Pajak Pa.rkir.
Pajak Air Tanah;
Pajak Earang Burung Walst:
Fejak Bumi dan Bangunen Perdesacn den Perkotaan:
dan

L

Bra Ferolchan Hak atas Tensh dan Bangunen

Deerah dierang memungu: pajak eelaln jenls Pajek
n:‘:m{.,ﬂnum dimalzed pads ayar |1} den ayac [3)
J=nle ?n.]:].r. Ehiﬂﬂ.‘rﬂ!‘ll dimalkizud Fn.in ayst (1] dan arst
i2) dapa: tldak dipungut spablla potensinya lkureng
memadal dan ey disesualian dengan kebljakan Daerab
vang diterapiken dengsn Peraturan Deersh

Khugus untuk Deerah yeng setingkat dengan daerah
provins!, tet2pl tidak terhegl detam daerah kabupeten kote
DEONOm, S.EFIE'.'H Deerah Khoguo (ol Jakeria _'.enlf.
Pajek wyang dapat dipungut merupsken gabungan der
Pajak umtuk decrsh provinsi dan Psjek untuk dacrah
kabupaten 'kot=

Begian Hedue
Pjek Krndarsan Bermotor

Pasal 3
Obyck Payak Hendarman Bermotor adalsh kepemilikan
dan/ atan penguasaan Kenderaen Bermator.

Termasuk dalam  pongertan Kendarasn  Bermotor
schagaiman= dimaksud pada ayat (1| edalah kendersan
bormotor boroda brecrta gandengannya, yang dicporastian
di =cmua jcnis jelan ceset dan scodareen bomotor yeng
dioperasikan di air dengan whowren isi kator GT 5 (lime
Groza Tonrege) sampad dengan GT 7 [tujuhk Gross Tonnage].
Dikocuslisan  dari  pengertisn  Hendsrasn Bermotor
sebapaimene dimaksud pads eyet (2] adelzh:

8 kercte aps;

B Eemdmmag= Dpme—mime ipm e o min m—bm o sy Lo
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(2|

3

-39 -

Nil=i Jual Serang Burung Walctk schegrimena dimebasd
pede ayst (1) dihitung bordesarkan porkalisn sntars hasga
pezatan umum Sarsng Buming Walct yang berlakn di
decrah y=ng brrs=nglutan dcngen volumc Bareng Burung
Walct.

Pasal 73
Terif Pajak Sarang Burung Walet dietepkan paling tinggl
sebezar 108 (s=puluh persen)
Teri{ Pojak Serang Bumng Walst ditetaplon dengsn
Ferataran Dasrabh.

Praal 7&
Heseran pokok Pajak Sarang Burung Walst yang temtang
dihiiung dengan cama mengaliban tard sebegrimeana i
meksud dalam Paszl 75 gyat (3] dengen dacer pengenazn
pejok s=bagaimane dimalend dalam Fazal 74.

Prjak Serang Bummng Walet yeang terutang dipumgnt di
wilzyeh daerah  tempet pengambilan  dan)atan
pengusahean Bammng Burung Walet.

IL]

12

Fasal 77

Objek Pajak Buml dan Bengunen Perdessan dan Perkotasn
edalah Bumi dan/atew Bangunan yang dimililks. dikus=si,
dan/fatan dimanfootkon oleh oreng pribedi cten Badon,
keeuall kawesan yang digunaken wntuk keglatan usaha
perkchunan, porhbutanan, den perismbengan.

Terma=uk dalam pengertian Bangunan adaish:
B. jelan linglangan yeng terletak dalsm sstn kompleks

bangunan sepecti hotel, pabrik, dan emplas=mennys,
vang merupaken susty kesstuan dengan komplcks

Hangunen tersshut:

b, jalan . ..
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i3

4

13l

-

Jelan mi;

kolam rcnang:

PRgar mowah;

tempet olehraga;
szlengern kapal, cermaga;

tamen mewakh;

tempat perampungen/lkisng minyek, eir den ges,

pipe minyak; dan

i, mcnam,

Objek Pajak "§aig Bdak dkrraken Pajal B

Bamgunan Perdesaen dan Porkoteasn adalah chick pajek

yang:

g. digunalbun olth Pemerinth den Desmh  untok
penyelenggeraan pemerintaharn;

b, digunskan semziz-mata uniuk meleyenl kepenilngan
umurm di bideng ibedah, somisl, kesshatan pendidikan
den kebudeymen namional, yeng tidek dimekswdkan
untuk mempernleh emintungan;

o, digunskan untuk kuburan, peninggslen purbakels,
atew yang scjcnis dengan it

d. meupakan buten lindung, huten sueke elam, hutan

wizats, temen nasional, tansh penggembslaan yeng

dilbuass! oleh dess, den taneh negera yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunaken cleh perweldlan diplomatik dan konsulst
terdaserien esas perlelmen timbal balir; dan

f digunalmn olsh bedan aten perwulilon l=mbaga
Interrasiona] yeng diietaplan  dengen  Peraturan
hlemier Keuangen

Besarnys Wil Jue! Objek Paiak Tidak Kena Pajak

ditctzpken  paling sendeh  echosar  Rpl0.000.000,00

{scpulah jute rupiah] untuk scti=p Wajib Fajak.

Milai Juel Objek Pajek Tidak Kena Pajak sebageimana

dime=b=d pada myat (4] ditetepksn dengan Persturan
Daerah.

FE mpAD T

Peaal 78
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1]

i2]

(1]

(2]

2]

1]

2]

P
Pasal 78

Subjele Pajak Bumi dan Bangonan Perdessan dan
Perkotsan adalah coeng pribad| aren Badan yeng mecars
myata mempunyal sustn hek  stes Buml  danfsEo
memperaleh menfoct eee Buml, denfatas mesmilild,
menguecei, denfeien  memperoleh  manfaci | atas
Hangunan.

Wajit Pajak Bumi den Bangunan Perde=asn dan Perlectaan
adaiah omang pribadi atrn HBeden yeng eecara oyat=
mempunyel suaty halke stms Bumi dan/atay memperoieh
manfast stes Bumi, dan/stsu momiliki, mooguasai,
dan/ateu memperolch manfast atss Bangunan,

Fasal 79
Ugeer pengenean Pajek Bumi dan Hangenen Perdeszan
dan Perkctman adalah NJOP.
Beaarnys NJOP schegaimanes dimakaud pade ay=t (1)
ditezapkan setlap 3 (tlge) tahun, kecusli unwilk objek pajak
tertentu deper dlietapken setlap tahun sesuel dengan
perkembengan wileyabnya
Penetopan besarmya AJOF sebogoimana dimabkeoud peds
ayat (2] dilakukan oleh Kepals Daemb.

Fasal Bl
Tard Pajak Bumi dan Bangunan Perdeszen dan Perkotsan
ditetepkan paling tingg sebeser 0,3% jnol koma tige
PErEED).
Tarf Pajak Bum: dan Bangpunen Perdesssan den Perlertsan
ditetepkan dengan Peraturan Deerah.

Pasal 81

Besaren polok Fejsk Bumi dan Bangunsn Perdesssn dan
Perlotaan yeng teruteng dibitong dengen care mengalfican taddf
setmgrimans dimalend delem Fasal 80 avat (J) dengen dessr
pengenoan pajale sebagaimona dimaleud dalem Pasal TS ayat
[3] setelah dilurengi Miled Jual Objek Pajelk Tidak Kena Pajok
=mebagrimane dimaksud dalam Pasal T7 ayat (5.
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(1)

- B =

Pozpl &2
Tahun Pepak adelah janghe walttn | [=atu) tabun kalender.

menurut keadaan abjek pajak pada tanggal 1 Jemuan.
Tempat pajak yang teruteng adaloh di wilayeh dasrah yang
melipati letek oojek pajek.

Paze| B3

Pendotoon dilalnskon dengan menggunalan SFOP.

BP0 sebegaimana dimaksud peds ayet (1] herus disi
dengan eles, benar, dan lenglap serta ditendetangeni dan
disempaiken kepada Kepola Daemah yang wileyah leraoya
meliputi letcle objek pejak, selambat-lombatmya 30 [tga
puluhj hard lkeje ceteloh tanggel diterimarra SPOFP cl=h
Subjek Fajalc

Paze| B4
Berdasarken SPOP, Kepala Daerah mensrblthan SPPT.

Kcpala Decceh dapet mengrluarken SHED dalam hal-hal

sebagmi berilmat:

2 8P0P schageimana dimaksud dalam Fasal 83 myat (2)
e e
sccare fortulia olch Hopale Decrah  schageimana
ditcntukan dalem Surat Teguran;

b. bcrdesecken hamil pemenbe=san stsu ketcrengen l=in
ternyata jumleh pajak yeng teruteng lebih besar dasi
jamish pejak yang dihitung becdesarkan EPOP yang
disampaikan clsh Wajib Pajak

Bagian ketjub Bel=s

Hea Ferolehen Hak ates Tenzh den Enr.ﬂ'unm

Paze| B35
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Lampiran I. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

BUPATI JEMBER
___—*_._

SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012

TERTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Benimbiang A, bmhws dolsm mngkn pelnkasnasn Pernturan Daernh
Kabiupaten Jember Nomor 3 Tahur 2011 tentiang Pajak
Dasrak, khususiys Bagan Resepuluh  wnwng Pauk
Bumi dan Harjpman Perdesaan don Perkotaan, periu
mengatur tentang Tata Cars Pemunguton Pajak Bumi dan
Baiyglisias Perdesnan  dan  Perkotann o Kabupaten
Jember,
b. hahwa berdasarkan pertimbangan scbagnimana dirnnkaiid
dalam huruf a, periu menetapkan Persturan Bupati;
¢ + 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1
Menginga Pembentukan  Derrah-deerah }thupnff,-? m;:nl;_::
Lingkungan Propins: Jaws Timur (Berita Negara Republil
Indonesia Nomor 41) sebagsimana telah divubah ile
Undang-Undang nomar 2 tahun 1965 [Lombaran Nngqn
Republilc Indonesia tahun 1988 Nomor 19, Taehl -
Lembaran Negam Republik indonesiy Kowmear g'-,-;:-:m.' G
2. Undang-Undang Nomor & tahun { '
Umurm damn Tlln_'l:u.m Perpndmzﬁa ;ftﬁ:ﬂh:_nkﬂ;‘nnm
Republik Indonesia Tehun 1983 Nomor qg 7. P8

S, T | | e

84
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i obyek, subvek pajak dan wajib pajk;

b. tata carn pengenann, tanl dun carm pemgghitungan PEE-PI,

c. tata cara pendaftaran, pendataan dan pentlaian objek pajak PBE-F2,

d. tata cara penerbitan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB-FZ;

e tata cara pembayaran, pelaporan dan penagihan PBB-F2,

f. tata cara ]J'H'lmll'ln[nn AtAW p:r‘#um.lﬂn sanksl .ﬂdilﬂhlltrﬂt". dan
pPengurangan atau pembatalan keietapan PBB-P2;

£ tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2;

h. tata cara pengembalian kelebihan pembaysran PRB-P2;

. tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa PEB-P2; dan

J: ald cara pemeriksaan FBB-P2.

[3) Tata Cars Pengenasn, Tarif dan Penghitungan PBB-F2 sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) hurul b adalsh tata cara menghitung dan
menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnys pajak  terutang
berdasarkan peraturan dan ketentuan teknds PBB-F2,

[4) Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilalan Objek Pajuk PBB-P2
sebagnimana dimalksud pada ayal (3 hurul ¢ adalah tata cora pengisian
SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak dalam rangka pembentukan dan/atau
pemelibarnan basis data subjek  maupun obgek pajak serta lata coara
penilaian objek pajak guna penentuan NJGOP PEB-PI,

(5) Tatm Carm  Penerbitan, Penyampatan «an Pembetulan SPPT PBBH-P2 .

sebagaimana dimaksud padn myat (2} huril d sdalah tais cara penerbitan
SPPT berdasarkan S8POP) L-SPOF dan verifikasi atas kebenarun SPPT PEB-
P2 dan kelengkapan dokumen pendukungnym.

i) Tata Cara Pembayaman, Pelaporan dan Penagihan PBB-P2 sebagnimana
dimaksud pada ayal (J) huruf ¢ adalah tats cara  pembayeran pajak
terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak, tata cara pelaporan  realisasi
penerimann F;g;giﬂm ‘Et: rlrﬂﬂﬁunﬂmn SPPT{ SKPD yang telah
jatuh Lemps, urang Bayar P 5EPD Kurang Bayvar Tambahan
J}rﬂné.m, Bural tagihan dan Surst Tegbman. i

(7] Taia Cara Pengurungan schagaimana dimuksud pada ayat (2} huraf |
acdalal tats cara mhﬂnwﬁﬂwu-nfpnmhhnmm

gan PBE-P2 yang disjukan okch Waiib Pajak.
ta Carn Penyelesaian Mmﬂlnﬂdhnikmdpu.lﬁt

i hurul g Adalah iata nu:ﬂgﬁ:;umﬂdn : %)
keberatan atas penclapan - yang dimjukan oleh Wajib Pajak,

{9 Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran pgg.p;m
dimaksud pada ayat (2) hurul h sdalab tata cara penetapan pengembali
Lelelthan pembayarse PRR-P2 atar sersnohonan Wajih Pajak aetelah

melahsi proses penelitian.

BAB Iy
DRJEK, SUBJEK DAN WAIIB PAJAK pBR.p3
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(4} Oyl PREPD madnluby B dlai/otaii e pang dimiliks, dlkissa),
ilan fatwis dimsistanba olidli « mibang pribesli abed ladan, Eecunll seeE
yany aigunakas itk begiiatan sisslia perkelaman, pedialanan, dai
AT LT P Mg

Panal &

i1} Bume sebagamans dimaksid dsiam Pasal % ayel (1] sdalsh peronikesn
Buami (anah den perairen) dan bk mimi mng ada i pedalaman wra
lnwge il wilspadh  Knbupaten, sejerd  aowal, Inilang,  Eebun, tenal,
peharangan, inmban g dan k- lain
(8 Bangunan sctaguimans dumaksod dalam pessl 5 ayat (1) adalik
konatrubal iokmik vang dilanan atau dibeathan secars ietap padi innak
an porniren, sepeits ramal denpal 0 yal, bangunan iomput aseha,
gechung Lestinghnl, puast perbelanjon, jalan ingkungnn yang teeiriak
dalam satu kompleks bangunin s hotel, pateik, don cmplasemenaya,
m: merupakan sualu kesabsan dengan komplekn Dangursn Aomsbul,
tol, lnlam renang, papgar mewah, lempat siahragn, kapml,
o Unman mewnh, Ienpsl peraimpoignelang air an
s, myal dufl menars werln fanilits lain yong memberkan
manilial

17 Yumg dimaksud dengan nwasir -Hh.-.l.rn.l.rli ﬂ.-i‘hl'l.l:l il lmim Pl-.l-.'l-
m perkel dmpeﬂﬁ,lpudl:m
il lﬂll-. i
diteri hak puans wsaba puhh-l.tu.n l.l.u.lh'ml.iﬂ:tﬂ.hl.r
huitan don anah yorg mengal wikgah maha perinmlangan

Pannl 7
i wmmﬂmwhmmm
R Cactaly ik
m-hmmwm'ﬂmmﬁﬂ'_
w mmmwmlur

H.Hﬂﬁ*nhmhdm:.h “]-ﬂ.ﬂ.m‘!h
h;qﬂh-hhhm dn
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{] Besarnya MJOPTHP dibetipimn sebesar Rp. 10.000.000,00 iseputub juta
rupah| wnrul setiap Wajil Prjak.

Pasal #

i1} Sellap Wajib Papk mespesoleh penpurangen KJOPTEP sebagaimans
h dimaksud dalom Passd 7 ayat 12) sehamyak. | fsatu) kali dalam [ feat]
Tahum Pajuk. . .
{2] Apabila Wajib Pajak mempunyai Ecberaps ek Pujas, miki yang
mendapatkan pengurangan MJOPTEP hanya 1 fasta] Obyrk Fl.l-lk:ilﬁ'li
rilwimys terbessr dan tidak dapal digabungkan deagan objek paalk ainrya

Pl §

Subjek PEE-P? adulsh orang pribadi steu Badan yurg secars nyaia
mempanyal susty hak ataa Bumi das/aes memperalel manfxad @as Duieni,
daifulas  memiliki, menpaasal, dan/amu  mempearskh manfani GLE¥
Disrganan,

Pasal 10

| it mdalah orng prinadi ota Maden, mekputl pembayar pajak,
“Mﬁﬂmm perungul jujek, vang mempunyai hak dan
kewailban porpmjekan sesusi dengan ketemiuan pergtuman perundang
undingak perpajakan deerah.
(2 Dminm hal ¥tos ohwk pajek boum jcas dsecshul winjib pagknyn, Bupeb
diapat mencenphan subjek papk scaga wiib peak
A yurig dRerapken sctngaimana dimaleiid pads avat (3 dapat
mﬁﬁw secara teriiis kepada Bupabi bahwa i bulkan

*I:#hﬂmn diajusicas oleh wihe sehiagaimara dimiaksud
Hp.d.ljj't‘lﬂl t .mhhwnﬁhm-m

il pohagaesiana dimaiosnd peds ayar 17) dalam janghe wakiy 1§
ﬂﬂhmwyiﬂaw. :

mwmﬁmﬁmmmﬂhr
jelcrungun  selmgumann  dimsecasd  paon apnt (5, Dugeti | de
el AL g e
..u#:nnﬂmlhﬂlﬂﬂwm

s P 2 p
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schagaimana dimaksud dalam Pasal T avat §2), dengan rumus sebagai berilout

i1

(2)

131

=

i

L]
(7

PBE P2 = TARIF x (NJOP — NJOPTKP)

BABR V1
TATA CARA PEMUNGUTAN FEB-P2

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaltaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PEB-F2

Paragral 1
Pendaftaran PBB-P2

Pasal 14

Pendaftaran objele pajak wtau pemutakhiran data obyek pajak PBB-P2
dilakukan oleh subjek pajalk atau wajib pajak dengan cars _mengajulmn
permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secars jelas, benar,

dan lenghap,

LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan bagian yang tidak '

terpisahkan dart S0P
Formulir SPOP/LSPOP sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di inas atau di tempat-tempat

bain yane ditunjuk

SPOP/LSPOP harus  ditandalangani oleh sublek pajak atau wajib pajak
dan dikembalikan kepada Bupati melali Dinas  danfatau UPT.
Pendapatan, paling lama 30 [tga puluh] har kerga setelah  tanggal
diterimanya SPOP/ LSPOP PEB-P2 oleh Swhijck Pajak.

Pengembalian SPOP dan LEPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dilampir bukti-bukti pendukung seperti :

a, sketsa/denah objck pajak;

b. foto copy KTF;

. fota copy sertilikal tanak,

d. fota copy Lin Mendirikan Bangunan; dam

e. foto copy akta jual bel;

Dinas/UPT. Penvlapatan schagaimana dimokand pads avat {4) membust
Bentulk, isi dan  taia Ccara pengisian SPOP dan LSPOP sebaghimana
dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidnk terpisahkan darl Peraturan ind,
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Paragral &
Peaiilainnm 15

PMasal 15

(1] Peodsinnn dilakuslnn denga mengguaisikan SPOFLSPIF dan dilaiooken
srkuruiig- Huraignya antuak | ety wilavak sdminesime desa) kelurhss

(2 Peradatnom sebagsmana dimoksed pada ayal (1] depal diliboakon dengan

Cnrs

A prnyamipaian an peintaien pengembslion 3P0P peda wilayah yang
proami umnum ehup) ieisk semspungni pote, decrih terpencil  wisi
potenal PRI rolalil kel

b, ebendifibael otk gijak | dla wilssab yang  sudah mempunyai pela
g peria fnio yang dapel senentukan peaisi relall objek pajnk Setap
fidnk mempunmi dali slminstras PRG-P2 3 (ugap tabun iorakhic
secam bergksp; s e

¢ verifikosl objek pojak pada wilnyah yang = mempumynl -
s [ pota fito yng dapat menentukan posiai relstil objek pajak dan
mempanyni data Edmenisiras PEO 3 (igs] ahon terakhir secars
lemghapy; dan

il peagikuirn bilang ehjch pak pada wilayab yang hanys mempsul
el denafkeisralusn daisfatiu pein garis/ pein foin mﬂm
clwpel digars kam aniik meneniulng posis -rd.l:tﬂ'-nhfk_m.

i3 Mrrdssarkan has pesdatsn sctagnimana dimakeas pl_-#-lj'ﬂ_[:ljnlq:l_.hlh

dispmrikinn keriduksesanian anions dua yang dimshk wajih pajad st

fincuas. pajnk dergan Baksl i lapangan tkan dengan pelaksanasn

pererihinsan.

Paral |0

Perdsmarkan basl perdataan, terhodap sbiek pojak diberikan NOP,
e Percdataan terhadap mustani penih tidak menghikangken KOP loma.

vt s
Pusal 17

o melamqurkan KT} KSK/ dosumen lain yarg sab;
. b. melamgerkan alat I et b
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Hmzal 18

(L] Perslptaan rhadap obek FOE- P2 sebagaomans diensksud dalsm Pasal 15,
termasuk dilskuksn cerhadsy Bamginagi pagas mewah, lempal olshmga
dian lamus mewak yang memenaihd kritenn ismendu.

(3} Eriteria pagss meeah, besnpat olobrags dan ramsn meenb sebagaimans

demaksud pada  mvat (1] adalah scisagui Beribo

n pagar mewak dengan kargs peeinantan RBp 1 500.000,00/m* {saru juin
limn ratus fbu supsah per meter perscg| kesins

b. eempil slahraga yang dikomersalkan; dan

. Lisuin Exwsh dengan hargs peminssian Rp 1 SHe OGN m? (salu |uta
lema  rwbas  ribu  rupsah  per merer  persegl]  komtme dasSE@G0
dikoemermialkmn

Parugral 3
Penilaian FORE-I72

Paeal 19

P4} Pemilaian rerapadan Hepiainn daiam rangia messetapkomn MLICPE
% Kngiacan penidsisgn dapan dilskssnakan melshi @

i penfleien =asaal, diemsa NJOPF Bund dfinong berdaserknm . ik
mddikeal mim-rats vang terdapar pads seoep ZNT  ssxiangicsn SGE
Ihl;rmunqn dihirurg terrsasrkan Dafar Bisyn Komponen Aanganan

b penilaian indivedu diternpkan pardn obgek pajak torientu yang Bernilisd
ingEs-

13 Obyek Pajsk terieniu ymng bermilas tinggn schegnimnne dimakmsd dalam

Pasx] 19 ayad (2 hisral b, adsiah
Pejak ymng rmilai jual per m? meter perseg) lcbdh besar dan

etemiuan MIIF vang periimge;
b obyek Pajok yvarg nilai jualnye Rpo LOGO0000000 {ssby milyar
ru,;q'.ﬂﬂltlu.hu'll
o obyel  Pajek  yang  diprruntubdesn  denfetsu digonaksn  unisk
'P.mjm merah, umahs Femerseil, imliain alai krbeesfasnem
ifnt keihLaiis sepertl
1. penambangas lepss pantad (rg) doan di baesh sanak
2. julnn ool ;
j,g'l:glﬂ:rlhﬂ-.l'ﬂi“ﬂ-
;.hgﬂpuﬂﬁ_
: henin;
B ke o sebppadmdng diemaked pada {2} dilakibesn derygan
Kepiatnn penilaian : L s

=T -
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a. pradekaian dabs pasar
b, pemdeknian hinva, dan
o pesideknlan kapiahaasl prndapatpn

5 Penilnen  dempan  pendeliatom dals  pasar  dilibukan  dengan  cara
membandngkikn oljel pajak vang akas dinilai deiigas objek pagak lain
varg seenis vang nilai joaleva sudah dikelnhoi dengsn  melkikoukan
et rapa Py s Uinkis

i Perilyan dengan persdeknian beays diladokae aniuk penfalan bangursan
detiginie  carn - mempersrungican  bays-blayn yanp  dikelaarkas  unmk
mershungen bamg dikurasg) demgan pervusuion.

17} Peodekatan knpitalnes pendapaian dilkukazi  peds objek-abpek yang
mengnasiian [messlikd niad komersil] denpan oars senghilusg atnu
memnproyekadican selunsy pendagaean atau wewn dalam 1 featu) tabom
irthadap otjel pugak dikurdngi dergar beleaonggn, hsva 0pensions], dan
hak pengusba.

Bagian E=dun
Tata Cara Penerhitan, Penysmpatan, dan Pembetulan SF9T PRE-P2

Parsgral |
Penerlvican SFPT FEB-F1

Presl 0

(1] Berdssarken . SPOPLEPOPN, srvidah dihitung dan dilsmplokn bessrmya
Pajak vang ierslacy, Dinas meneshitkan SPPT PEE-F1 yasy owrupalan
Kristnpan pajak terurang unfuk masa | (=g ahan pajaic. ;

15 Tahun paisk ssbapsmme dimoksud s {i} ndalah jangis wakiu
Jsaruf tuhi bakwin el :

|1 Bakwa SPPT FEB-F2 Buikun mpﬂbﬁ:ﬂ%hﬁ_

43 wmndmmmumpgmmm#

|5} Berdasnrkan S$#PT scbagnimana dimaksud pada syat (1) diterbitkan DHEP

dalam rungkap 4 (empaty das ditands cenganl alel Kepals
o Desa/ Kelusahan (lembar ke 1)
h.l;hﬁuh-lmﬂmbuh-tp;

. ' embsar he- 555 dan
d-ﬂhll'mm :
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el 21

{1} Kepaln Ddnns sine nams Buapals dajet sengeluarkas SEPD FAR-F2 dalam
hal-hal setugal beriknm

o B LAFDF schagosmana dimakead delom Passl 14 oyak (L)

L. lidak diis dengan jelas, benar dan foegkap sera tidok ditnndaiangam
oleh wajib pagakc; dom ?

2. tidak dissmpoikan kermbahi dalam janghs wakiu 30 [tiga puiuh) hari
dan seiciah wajiu pajak diteper secars iemrulis oleh Kepalin Dinas
schagairmns diterruiun dalam Sursl Teguren,

b berdiciasian Basil pereriksaan sy keiernegsn i iermpate .I'-{""“"h
pajuk ysng ieruesg debih besar dan juminh pajak veang dthivarg
Berclnmarkss BPCHP S LEFOHP v dissmpalknn sich wajil pajak

() Jumlah pajsk yang teroteng dalem SKPD ywng dischahknn SPOPSLSPOP
tdak diksi dengin felas, benar Gan lenghop eeris ldak ditondeteogend cleh
wojib pajsk o pengessbalion SPOPLEPROP lewar 30 [tga puli) har
setelal dierima wagih pajak adalsh sehesar pokok pajal ditnmbas dergan
dendn adminisnres) sehesar 25% jdus puluh lima persen} dihitung das
pokok pajak

(3 dumiah pmisk yeng roteny  dalem SKPD yarg didsaarkon sl haall
pemarikeasn stey  Keterangan kin adalah selisth ek yung el
terlamarkan hasd peScrisnan oy keierangen  lem  deongan pajak
irrulsng  vesg dEhitung  berdessrkan  SPOPJLEPOP diambah dersdn
adtmindatruse sEbesar 28% jdum pulvh lime peraend don Selisth paph yYang
1= LRiiE

Parsgral 3
Peppminpaidn SPET PAB-1F2

Pl X

PET PFEB-P2 disnmpuiban  oleh Dises.
Emmwmﬂﬂmﬂhmqlhm
Ginne reelili Eecsmatan unful dissmhian krpada Kelurnhan)/Desa di
willpyah keranyn  masicg-masing uriul emudisn dssmpadian kepads
Waph Pajok .
Janghn wakiu penyumgmisn SFFT FEE-FZ adalah 20 jdua paluh) bari kerjo
ﬁlﬁﬂmplﬁf.ﬁmﬂ?ﬂﬁ“ﬂﬂﬂhhpﬂhpﬁem

Praesl 31

(1) Swhapad buke ahwa wagb ik w2l penenma SPPT moka tanda tenime
ST dlamlstsgant  oleh  wajib pajak atan Rusaacyn  dengen
mencannymkan securn jelas noma dan angeel dimimanya SPPT dimskaced.

[ Tanda rerisa SPPT schagaimara dimoksed pads oyat (1] bereds pads
bagsan bawah SPPT scanjulnya dipotong  dan  dissmpeiken Wepsds
pelugnn Kelurihan | Desa

2
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i3] Peragas  Kelumhan/Des schagaimans  dimaksod  pada ayat | [2)
merghimpun tandn tevema SPPT yamng diterams dari wajily pajak, kereradian
dicatai dalam dafar pekapinilasi penyampssar 3PPT dan melamjuriniva
dsampalkan kepeda UPT. Pergdopaian.

[k Tenda terama BPIFT schagaimann demekeil peds ayei (3 dssrabkan ks
Diraa pleh UPT. Persdapaian dengan mengoumskan @nds teres formealis
pengemibalian SPPT yang dibust dalam rmnghap 3 joga) wendin
&, lembar 1 |sans uniuk Cina;

b lembar 2 jdus) unduk UPT. Pendapatan; das
. ek 3 (tign) unitudk Luralyf Kepals Tesa

1] Kelusahan | Desa menyampaikan laporan hasl peopmmpainn SPET kepada
UFT, Pemdapatan dengan tembusan dismpsikces kepads Camat.

1% UFT. Pendapatan menbus lipsran penynmpaisn SPPFT kepads Dinae.

Parugral 3
Pesibetislun SFPT PREBE-F2

Panal 24

Ll Sebefum S2PT  disamgaikar  pade  wajil pajale dilabukan kegioban
penchtinn erhadap b SPPT dimscksod.

1 Hegloman  penchiibin schagiimana  dimakaud pads agmi {11 dilakaiksn
Erhadap -

u, wakick pegks
b abjck pajak dan
i, RGP,

(3] Dadam bBal diteomeksn kesalabam  bolis, wesalanan hioueg  dongsi@a
kekelimian  penerapan o keiendian erienie, makn Dires  melakulcan
pEmbsrtuian,

4] Apabila SFFT 1elab n:'l:-m.pu]l-':'u.n hpm:l-n. wajlh pajak dan l'l,ﬂ:l!
imenefEukan kesalahan schaguimans dimaksisl puda ayal (3] wxph
dapas mengapakan promofanns pebetilan bepada Dinas Fendspatan.

L Permobanan pembetulan sebagaimana disnadoud pads aynt 4 .
._wﬂ.j'm odeby wajily il Glul Cueani SSCERS prrssirangan;

4 h.:nwmunm.
Paanl 35
e il thun st

atau kekelirien mm
x ﬂ:ﬂ. . peraiuran i"_w prrpsEkan ﬂ-“
ierhadnp sk kepratusnn st sumt beistopian schiggni ek 2 3
u, &P r ;
B 1

=

™
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EeiEinpan sesmmimana dimakas] dslam Pasal 25 yang diterblikannys, Kepals
Dimas haras menerhbilhan #iml kepiilussn untuk sembeiulken keaslnbnn
aliiil BERElirsEn EreEliul BeCarn |(ElHLn

Puiail 31

f1] Apebdla kepunisin selhgimoies dinoksed dalom Pasal 3% almg Paesl 5
sl leplagat kesnlahinn alis, kesalahan Boung, dan /sty kekeBraas
peisTapin kelemunn, terieniv dalaen Permburen ind, Eepada Dinaa dapad
mekiindeEn  peinbetiilan  bagi, bafk o omccars  jalmian  meupeEn o oains
rrmEhornn wajil pagak.

{3 Peowmwihonas pembetulin sehagarmann diraksud pada ayat (1] harus
s PR At 'I-rH.l.llrﬂ.l.n.l. dimakesd dalam Pasal 27 aywi 1I:|
bl sl S

Pisal 32
Bemiik Fosmmale |
&, fmal  Permohanan  Pemteialon yang  disjukan seears pereSOrLAgun
sehspaimuns Ereanium pods Lampirn 1Y Pesaturan ini;

b Hursl Permiohonan Pemietulen yang dinjuksn secarn kalehiil sdbagaimnana
el pudi Liispias Y Perataron inl;

i Dafsr Usilan PosleiulanPerbsikon (ks PEE-FZ  yang digjukmn secara
Rolek i webagnimana teroaniuim pads Lampiran V1 Peratirsn =i

il B dan LAPOP  secand holsinid sshagaimana mntl.mpiﬂ.l.lmph’u.u
WII Peqadiivan inl;

e Hurat  Keputusan  Pembetilan  PRR-PFZ  berdasarkon  pemmobonan

pemearungan adalnh srbagnimara trcantum pids Lampiran VIl Peosturen
fifa;

I, Murak isan Pombetulen FE-P2 berdasarkan pFl'rnl'lal'Iln Halnktif
adlilak 1 tercasim padl Lampime T Peraturan ink don

@ Hural Kepaitusen Pemictulen PHB-FD seorn pbaten adilah sshagnimano
Errraniliim padn Lumpian £ Perafuran imi.

yang merupakan bagian ymni; titakks berpasnhban dan Peraiuran ini.

Bagian Hetgn
Tain Cara  Pembovaran FPRE-F
Pasnl 33
i wuﬁ;knﬂ.lhlnn pembayarnn FAB-FZ Semitang berdasarion SPPT
alia 4 1

{2} Wagih pajak dupit memperoleh SPFT melnbul -
hilan sendiri di UPT, Pendapatan [/ Belumhan/ Desa tempat
Iv. pengirienan melalul Pos atau disumpaikan obzh aparat UPT, Pendapatan
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Y Wamb FPauk  eaig  Beluin mencnsse BPPT dapad  membiper  dengam
e udkEn NOF BPFT FEB-F2 ubiuns sebelimnya.

9] Pajak yeang wrratang berdassrkan SPPT setepamans dimesiosod dalsm
mymk |1} baras dihenes paling lama & [eneen] balan ek tsnggal
digcrimsnya $FPT ool Wajis Pajk,

3 Pajak vang lerhilang vang pada saal jarul Emps pemboyaren Cdak
dibayar mau karang dibavar, dikenakan denda admonisimas ssbessr 2%
fehia perreend seruban dar prmilah pajak ceruiang yang toak Stayar, yang
dibdtung dan saar jwiuh rempo sampal damgan ban peenbayaran unbak
Jarglon wakiu paling e 24idrua paalubh empar) bolae

5 Pembayarie sebagasmans Semkasd pads mal (1) dilalaken oldh Wajik
Paguk: rrwinhg
u, Bank Teigal Pembayaran agag tempai 176 vang diganjuk; dan
L. Priupss PomamgLil

(7} Handk Tempat Pembaparan assw wmpas bem yeng ditomjuk echagaisnana
dimuksud packs aync 6] hurul a diceraghan dengan He purussn Bapsis.

Pagal 24

(1h Denas, Keramaeen, Kelurahan dan Dees e lndsansksn pemmungussn PEQ
P-Z

121 Kelesradian dis Dogs  schagnimnna dimakesd - peds sl (1) s=lakw
pemrurigul PEH-F) menampel Peingas Pemungur PERC-FZ Al sdlavah kerfa
MG Mo sng unril mosksanaken ponagihan dan peoysiomn 8-,

I3 Penuinjakbai S besgainuain demaksud peds ol 08 hanes dicamigimBon
proEncian iuges den arggungasab pECURES. peEsn gL

(9} Kecamntar  sclmpgmimens  dimsksud  pada ayar (1) meugkaordinic
peleksanisin primuligutan PRE-P2 di wilynh kene masing-masing.

5 Demas schoagaimans iimaised pods ayan | 1) -:rl.llmnlmh'm
pEmanpean FEE-F2 ac-ssdupah Enbupaien.

Parngral Kesuiu
Pemkayaran FHA -2 melaliz Bank Tempas Fembmyarn

Paasd 1%

'F-lem'l.rm mHE-FE ajek Wajih Pajek ralplhoey Bank Temps F!I:l"blrlr-u.rl

|'-|"ﬁ Paink  membaar FBE-P2  tendan
menurgjuldhsan

dilumjuik,
IHP'—l;mnn dmm.n cth aiau gl ilyeil b diooggap ssh bils elah

ﬁnnt'rr_-q_-t Pemhaysrn
1 n el Espai

!m“m

¥ dinunjuk
mnﬂmmdﬁ.‘cﬂh;mm

- -

HFET S BRPD atan FOF | pada Bank auau nu::nl_hmm;.
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rargling & [FEgar] sehagel Taik pengeashan s pembayaman FEE- 2
A, Hiasing
. Embay | s sk Wajib Pl
e bEmibar 3 idua) wnsgk Donss;
o, hembar 3 jga) ek Dess | Kelurahen, GEn
dl. lombsyr 4 jempar) uanrink Bk | Tempat Mrenbayafad.

4 Wapt Pajmk yeng memnbayer FHE-P2 mclalisl Kiriman nang sldn cramalar,
echaga ki pelunpaan heros dizerem deogan ¥UMSl EOganiar peTgarimas
dun Baok Tempat Pembayaran PRE-F2.

Paragral &ochua
Pemitayaran PEE-FI melalis Prioges Pemmgut

Pragal Wi

Taim carm peanbspamen PFEE-PF7 oleh wapb pajak mchlun  Pefuigee Prmongdt
aclalnh ;
a. wajlh pajak fiembaver PEBE-PI ioriteng dempan  memnenjuiclean SFFT ) SEFL
krpailn Pedugns Pemungui.
b, wajih pajak meserims TTS lembar be-1 |leenbar Gesab) dcdan ghan lermbear
k-7 wniuk Peiugss Pemsnpan
¢, mles dmmar prmbaysnan dar wajilh pejak, geTLIRAE DA gl torkarn
kcunngen PER P2 ke Bendahiars Dess) Kelurahan uniak dissm ke
Bank vang diiurguk dengen memsggiiiaken DFH sebanyalk rmmgkap 5 ma;
il ertalal DOPFI diregistrasl oirh Hank Tempeil Pembayadan Hefmiiding
dikemhellknms unndk disampalken kegoedn |
1. [ene / Eriurshan [lemimre ke- 1),
%, Dinaa [Bember ke- 3}
3, Kecamaian [lembar ike-3);
%, Peiagee Pemungnai (kembar ke-dj, dan
B Bagsik Tempast Pambsysrsn [leenbar ke
& penugss pemimpul menenma S8R0/ STTS buggan I'-I,I.Emtlhl:.l.rh—'l.
dir Pank Tampat Peembasyacan, J

I, petupss i bma 7 {iujubk) has kene  hamas  osadah
mﬁm}:ﬁwh—lm-ﬁhmwm
FEB-F2 yung ssh; dan

v bentuk dan i TTS dan STTE ditslapan sebagaimans torcantum dalam
llmphm*lﬂhnmpﬂnnhnmmﬂlkmﬁ-hhuﬂw
ipnd,

Bagian Keempat
MMWMH
Pasal 3T

11} Pelaporun PEB-P2 dilnksannken oi=b -
. Peligus Peemangut]
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Lampiran J. Surat Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak
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Lampiran K. Surat Pemberitahuan Objek Pajak
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